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ABSTRAK

Permasalahan yang paling fundamental yang muncul dalam pembangunan Program pusat Kota Terpadu Mandiri di
Desa Sebunga ialah tidak jelasnya anggaran dari pemerintah, baik anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat,
maupun dari pemerintah daerah. Sehingga peneliti menemukan di lapangan bahwa pembangunan Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga yang telah dilaksanakan tidak terwujud, atau dapat dikatakan sebagai Program
gagal. Tidak terwujudnya Program Kota Terpadu Mandiri tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya
faktor Anggaran, Sosialisasi, Koordinasi dan Wewenang pengelolaan. Dikatakan Program gagal dalam
pelaksanaannya, karena tidak sesuai dengan perencanaan awal seperti di dalam MasterPlan Program Kota Terpadu
Mandiri pada Tahun 2011. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi perumusan masalah
penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Kota Terpadu Mandiri di Desa
Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.Adapun tujuan penelitian ini,berikut:Untuk mengetahui
Situasi dan kondisi infrastruktur di Desa Sebunga, Mengetahui Implementasi Kota Terpadu Mandiri di Desa
Sebunga, Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kota Terpadu Mandiri. Penulisan
skripsi ini, dimaksudkan ingin mengetahui Proses Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program Kota Terpadu Mandiri
di Desa Sebunga. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis
Penelitian deskriptif.Untuk Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa Masyarakat Desa Sebunga sebagian
besar mengandalkan jenis transportasi darat, jalan utama Desa Sebunga, yakni berbukit-bukit, pembangunan pusat
Program Kota Terpadu Mandiri gagal. Sedangkan untuk saran adalahSebaiknya pemerintah mengalokasikan
anggaran yang cukup,Sosialisasi yang berkesinambungan, Pemerintah sebaiknya menyediakan Infrastruktur jalan,
Pelimpahan wewenang yang jelas dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
Sambas.

Kata Kunci : Koordinasi, Pelaksanaan, Program Kota Terpadu Mandiri

ABSTRACT

The most fundamental problem that arises in the construction of the center of the Integrated Programme in Rural
Independent Sebunga is unclear from the government budget, good budget comes from central government, or
local governments. So the researchers found that the development program in the field of Integrated City
Independent Sebunga village that has been implemented is not realized, or can be said as the program fails. No
realization of the Independent Program Integrated City, due to several factors one of which budget factors,
socialization, coordination and management authority. The program is said to fail in practice, because it is not in
accordance with the initial plan as in the Master Program of Integrated Independent City in the year 2011. Based
on background research, then that becomes the formulation of the research problem is: How Process
Coordination in Implementing Integrated Urban Programs in Rural Independent Sebunga Subdistrict Sajingan
Great Sambas district. The purpose of this study, the following: To find out the situation and condition of
infrastructure in the village Sebunga, Knowing Implementation of Integrated Urban Village Independent Sebunga,
Knowing the factors that affect the implementation of the Integrated City Independent. Writing this essay, intended
want to know Process Coordination in Implementing Integrated Urban Programs in Rural Independent Sebunga.
The research method used in this study is a qualitative method of descriptive type of research. For the conclusion
of this study is that the Rural Community Sebunga largely rely on land transport, main roads Sebunga village, the
rolling hills, building the Integrated Independent Cities Program failed. As for the suggestion is recommend that
the government allocate sufficient budget, ongoing socialization, the Government should provide infrastructure
roads, clear delegation of authority from central government to the provincial and district governments Sambas.
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A. PENDAHULUAN
Masalah penting yang selalu muncul

di Indonesia sampai saat ini adalah tidak
meratanya pada sektor pembangunan. Baik
pembangunan fisik maupun nonfisik, terutama
seperti yang terjadi di daerah wilayah
perbatasan Desa Sebunga Kecamatan Sajingan
Besar Kabupaten Sambas. Sehingga stigma
Negatif terus mengalir di wilayah perbatasan
yang terkesan terisolir dan terbelakang dari
sektor pembangunan. Oleh karena itu, dari
berbagai pihak berharap pemerintah pusat dan
daerah diharapkan terus untuk berupaya
merealisasikan program pembangunan di
wilayah perbatasan. di sisi lain juga, wilayah
perbatasan merupakan garda depan sebuah
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
NKRI yang seyogyanya harus dibangun, demi
untuk meningkatkan loyalitas dan menjaga
rasa nasionalisme masyarakat perbatasan di
Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar
Kabupaten Sambas. Untuk dapat
merealisasikan pembangunan tersebut, dalam
hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah diharapkan dapat bersinergi dalam
segala sektoryang saling terkait, dalam
melaksanakan kebijakan pembangunan.
Dengan harapan terciptanya pola struktur kerja
sama yang baik, antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, dapat menciptakan
pembangunan yang berkeadilan dan dapat
dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga
ketimpangan pembangunan yang dirasakan
oleh masyarakat selama ini, terjawab seperti
ketertinggalan pembangunan di wilayah
perbatasan Desa Sebunga Kecamatan Sajingan
Besar yang dirasakan saat ini, seperti yang
diuaraikan di atas, sebagai bentuk nyata
kepedulian pemerintah di daerah perbatasan.
Maka pemerintah pusat bersamadengan
pemerintah daerah  kembali meluncurkan
program pembangunan selain program
pembangunan yang telah ada di Desa Sebunga
yakni Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB).

Program ini merupakan bentuk
lanjutan perhatian pemerintah pusat dan
daerah terhadap Desa Sebunga untuk

menjadikannya sebagai wilayah yang terbuka,
maju dan menjadi sebuah perkotaan yang
lengkap dengan fasilitas publik, sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Adapun Program
tersebut adalah Program Kota Terpadu
Mandiri (KTM) yang dipusatkan di desa
Sebunga Kecamatan Sajingan Besar
Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
Program Kota Terpadu Mandiri mempunyai
konsep dan semangat serta visi misi untuk
menjadikan suatu wilayah yang dianggap
masih terisolasi, tertinggal dan belum maju,
menjadikannya sebagai wilayah yang terbuka,
maju bahkan menjadikannya sebagai pusat
kota (city central) yang lengkap dengan
fasilitas publik dan modren berdasarkan
perkembangan zaman (globalisasi).

Namun seiiring dalam perjalanan
pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri di
Desa Sebunga kecamatan sajingan besar
tersebut, yang dilaksanakan sejak 2010 lalu
banyak mengalami hambatan di lapangan,
yang paling fundamental adalah disebabkan
beberapa faktor seperti, ketidakjelasan
anggaran, tidak adanya sosialisasi, lemahnya
korrdinasi dan masalah wewenang
pengelolaannya  dari pemerintah, sehingga
tampak tidak adanya kemauan politik yang
kuat (political will) terutama dari pemerintah
pusat. Sedangkan pemerintah daerah
Kabupaten Sambas telah berupaya
memfasilitasi pembangunan Kota Terpadu
Mandiri seperti menyediakan lahan sesuai
dengan kemampuan anggaran pemerintah
daerah Kabupaten Sambas. Akibat
ketidakjelasan anggaran dan lemahnya
koordinasi yang dilakukan oleh
pemerintah,mengakibatkan masalah yang
sangat fatal dampaknya. Karena berdampak
pada tidak terwujudnya pembangunan
Program Kota Terpadu Mandiri di Desa
Sebunga atau dikatakan sebagai program yang
gagal dilaksanakan. Gagalnya pembangunan
Program Kota Terpadu Mandiri  tersebut,
disebabkan oleh seperti pertama Tidak
jelasnya status kepemilikan lahan, Kedua
Belum tersedianya pembangunan infrastruktur
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jalan yang memadai, Ketiga Belum di
bangunanya fasilitas publik yang diperlukan
dalam pembangunan Program Kota Terpadu
Mandiri di Desa Sebunga.

Berdasarkan uraian latar
belakang penelitian dan identifikasi
masalah yang telah dipaparkan, maka
fokus penelitian diarahkan pada: “situasi
dan kondisi infrastruktur di desa Sebunga,
implementasi Progran Kota Terpadu
Mandiri di Desa Sebunga, Faktor-
faktoryang mempengaruhi implementasi
Program Kota Terpadu Mandiri”.

Adapun tujuan penelitian ini
untuk menemukan konsep baru terhadap
masalah yang di ajukan dalam perumusan
masalah dan idetifikasi penelitian,
berikut:(1) Mengetahui Situasi dan
kondisi infrastruktur di Desa Sebunga, (2)
Mengetahui Implementasi Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga, (3)
Mengetahui Faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Program
Kota Terpadu Mandiri.

B. KAJIAN PUSTAKA

B.1. Kajian Pustaka
Adapun menurut Erna Febru Aries

(2008 dalam www.scribd.com) kajian
pustaka merupakan kerangka acuan yang
disusun berdasarkan kajian berbagai
aspek, baik secara teoritis maupun empiris
yang menumbuhkan gagasan dan
mendasari usulan penelitian.

1.1. Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Van Meter dan Van Horn

(1975 dalam Winarno, 2008: 146)
mengemukakan “ Implementasi kebijakan
publik sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu-individu
(kelompok-kelompok) pemerintah maupun
swasta yang diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan kebijakan sebelumnyan yang
telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan”. Untuk lebih mudah dalam
memahami pengertian implemetasi
kebijakan publik  selanjutnya Fadillah
Putra, (2003:81) menspesifikasikan proses
implementasi kebijakan publik yang
memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

a. Pembentukan unit organisasi
barudan staf pelaksana.

b. Penjabaran tujuan ke dalam
berbagai aturan pelaksana
(standart operating procedurs/
SOP).

c. Koordinasi berbagai sumber dan
pengeluaran kepada kelompok
sasaran; pembagian tugas di dalam
serta di antara dinas-dinas/badan
pelaksana.

d. Pengalokasian sumber-sumber
untuk mencapai tujuan.
Ripley dan Franklin (1982:4)

berpendapat  bahwa implementasi adalah
apa yang terjadi setelah undang-undang
ditetapkan yang memberikan otoritas
program, kebijakan, keuntungan (benefit),
atau suatu jenis keluaran yang nyata
(tangible output).

Sesuai dengan hal tersebut, Van
Meter dan Van Horn (1975 dalam
Winarno, 2008: 146) mengemukakan “
Implementasi kebijakan publik sebagai
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu-individu (kelompok-kelompok)
pemerintah maupun swasta yang
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
kebijakan sebelumnyan yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan”.
Untuk lebih mudah dalam memahami
pengertian implemetasi kebijakan publik
selanjutnya Fadillah Putra, (2003:81)
menspesifikasikan proses implementasi
kebijakan publik yang memiliki elemen-
elemen sebagai berikut:

a. Pembentukan unit organisasi
barudan staf pelaksana.

b. Penjabaran tujuan ke dalam
berbagai aturan pelaksana
(standart operating procedurs/
SOP).

c. Koordinasi berbagai sumber dan
pengeluaran kepada kelompok
sasaran; pembagian tugas di dalam
serta di antara dinas-dinas/badan
pelaksana.

d. Pengalokasian sumber-sumber
untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya menurut Subarsono,

(2005: 101) menganalisis implementasi
program-program pemerintah yang
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bersifat desentralisasi, ada empat
kelompok variabel yang mempengaruhi
kinerja dan dampak program, berikut;

a. Kondisi lingkungan.
b. Hubungan antar organisasi.
c. Sumberdaya organisasi untuk

implementasi program.
d. Karakteristik dan kemampuan

agen pelaksana.
Implementasi kebijakan publik

merupakan pelaksanaan dan pengendalian
arah tindakan kebijakan sampai
tercapainya hasil kebijkan itu.
Implementasi kebijkan publik pada
dasarnya merupakan aktivitas praktis yang
dibedakan dibedakan dari formulasi
kebijkan publik yang pada dasarnya
bersifat teoritis.

Menurut Subarsono (2006:89)
mengatakan bahwa: “kompleksitas
implementasi bukan saja ditunjukan oleh
banyaknya aktor atau unit organisasi yang
terlibat, tetapi juga dikarenakan proses
implementasi dipengaruhi oleh berbagai
variabel yang kompleks, baik variabel
yang individual maupun variabel
organisasional, dan masing-masing
variabel pengaruhi tersebut juga saling
berinteraksi satu sama lain.”

Menurut Blumer (dalam
Sastropoetro, 1990:108) mengemukakan
ciri-ciri publik berikut: (1).
Dikonfrontasikan atau dihadapkan pada
suatu isu; (2) Terlibat dalam diskusi
mengenai isu tersebut; (3). Memiliki
perbedaan pendapat tentang cara mengatur
isu. Menurut Dunn (dalam Tachjan,
2008:13-14) yang mengungkapkan bahwa:

“Masalah yang harus diatasi oleh
pemerintah adalah masalah publik,
yaitu nilai, kebutuhan, atau peluang
yang tak terwujudkan yang meskipun
bisa diidentifikasi tetapi hanya
mungkin dicapai lewat tindakan publik
(Dunn, 1994:58). Karakteritik maslah
publik yang harus diatasi selain
bersifat interdependensi juga bersifat
dinamis, sehingga pemecahannya
memerlukan pendekatan holistik
(holistic approach) yaitu pendekatan
yang memandang masalah sebagai
bagian dari keseluruhan yang tidak

dapat dipisahkan atau diukur
sendirian.”

1.2. Koordinasi
Menurut Handoko (2003: 195),

mendefenisikan koordinasi sebagai proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang
terpisah (departemen atau bidang-bidang
fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efesien.
Ada beberapa alasan fundamental
mengapa koordinasi penting dalam
tahapan implementasi kebijakan publik:

1. Koordinasi penting
dilakukan agar ada
kejelasan arah, tujuan dan
tindakan yang akan
dilakukan berkaitan dengan
implementasi kebijakan
publik sebuah program.
Keadaan ini penting karena
mempengaruhi efektivitas
dan keharmonisan gerak
langkah dari para pelaksana
kebijakan.

2. Koordinasi akan
menumbuhkan
kesatupaduan tindakan dan
metode, karena tampa
koordinasi para agen
pelaksana kebijakan akan
berjalan sendiri-sendiri
menurut versi mereka
masing-masing.

3. Koordinasi memungkinkan
sharing of information dari
para pelaksana. Ini artinya
suatu kejelasan yang
penting tentang berbagai
hal, perlu di bahas bersama
untuk mencari alternatif
yang akan ditempuh untuk
mensukseskan suatu
kegiatan (Badjuri dan
Yowono, 2002: 120).

Sedangkan menurut E. F. L. Brech
dalam bukunya the Principle of
Management yaitu: Koordinasi adalah
mengimbangi dan mengerakan tim dengan
memberikan lokasi kegiatan pekerjan yang
cocok kepada masing-masing dan menjaga
agar kegiatan itu dilaksanakan dengan
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Menurut Blumer (dalam
Sastropoetro, 1990:108) mengemukakan
ciri-ciri publik berikut: (1).
Dikonfrontasikan atau dihadapkan pada
suatu isu; (2) Terlibat dalam diskusi
mengenai isu tersebut; (3). Memiliki
perbedaan pendapat tentang cara mengatur
isu. Menurut Dunn (dalam Tachjan,
2008:13-14) yang mengungkapkan bahwa:

“Masalah yang harus diatasi oleh
pemerintah adalah masalah publik,
yaitu nilai, kebutuhan, atau peluang
yang tak terwujudkan yang meskipun
bisa diidentifikasi tetapi hanya
mungkin dicapai lewat tindakan publik
(Dunn, 1994:58). Karakteritik maslah
publik yang harus diatasi selain
bersifat interdependensi juga bersifat
dinamis, sehingga pemecahannya
memerlukan pendekatan holistik
(holistic approach) yaitu pendekatan
yang memandang masalah sebagai
bagian dari keseluruhan yang tidak

dapat dipisahkan atau diukur
sendirian.”

1.2. Koordinasi
Menurut Handoko (2003: 195),

mendefenisikan koordinasi sebagai proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang
terpisah (departemen atau bidang-bidang
fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efesien.
Ada beberapa alasan fundamental
mengapa koordinasi penting dalam
tahapan implementasi kebijakan publik:

1. Koordinasi penting
dilakukan agar ada
kejelasan arah, tujuan dan
tindakan yang akan
dilakukan berkaitan dengan
implementasi kebijakan
publik sebuah program.
Keadaan ini penting karena
mempengaruhi efektivitas
dan keharmonisan gerak
langkah dari para pelaksana
kebijakan.

2. Koordinasi akan
menumbuhkan
kesatupaduan tindakan dan
metode, karena tampa
koordinasi para agen
pelaksana kebijakan akan
berjalan sendiri-sendiri
menurut versi mereka
masing-masing.

3. Koordinasi memungkinkan
sharing of information dari
para pelaksana. Ini artinya
suatu kejelasan yang
penting tentang berbagai
hal, perlu di bahas bersama
untuk mencari alternatif
yang akan ditempuh untuk
mensukseskan suatu
kegiatan (Badjuri dan
Yowono, 2002: 120).

Sedangkan menurut E. F. L. Brech
dalam bukunya the Principle of
Management yaitu: Koordinasi adalah
mengimbangi dan mengerakan tim dengan
memberikan lokasi kegiatan pekerjan yang
cocok kepada masing-masing dan menjaga
agar kegiatan itu dilaksanakan dengan
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keselarasaan yang semestinya diantara
para anggota itu sendiri. Hal ini diperkuat
lagi oleh G. R. Terry dalam bukunya,
Principle of Management koordinasi
adalah suatu usaha yang singkron/ teratur
untuk menyediakan jumlah dan waktu
yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan
untuk menghasilkan suatu tindakan yang
seragam dan harmonis pada sasaran yang
telah ditentukan.

Menurut Farland (dalam
Handayaningrat, 1985:89) koordinasi
adalah suatu proses dimana pimpinan
mengembangkan pola usaha kelompok
secara teratur di antara bawahannya dan
menjamin kesatuan tindakan dalam
mencapai tujuan bersama. Senada dengan,
Handoko (2003: 195) mendefinisikan
koordinasi (coordination) sebagai proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang
terpisah (Depertemen atau bidang-bidang
fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efesien.

Selanjutnya Handoko (2003: 196)
kebutuhan akan koordinasi tergantung
pada sifat dan kebutuhan komunikasi
dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling
ketergantungan bermacam-macam satuan
pelaksanaanya. Handoko (2003:196) juga
menyebutkan bahwa derajat koordinasi
yang tinggi sangat bermanfaat untuk
pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat
diperkirakan, faktor-faktor lingkungan
selalu berubah-ubah serta saling
ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi
juga sangat dibutuhkan bago organisasi-
organisasi yang menetapkan tujuan yang
tinggi.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif, karena peneliti ingin memperoleh
gambaran yang bersifat komprehensif dari
permasalahan serta untuk  melihat Koordinasi
Dalam Pelaksanaan Program Kota Terpadu
Mandiri di Desa Sebunga. Menurut Riduwan
(2005:51) metode kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek alamiah yang menekankan pada
paradigma definisi sosial. Peneliti berusaha
memahami dan menginterpretasi prilaku

manusia melalui analisis percakapan dari
informan. Selanjutnya di dalam paradigma
definisi sosial ini, peneliti akan memulai setiap
wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan
serta berinteraksi secara langsung, sehingga
dapat menggali dan mengambarkan fenomena
secara utuh dalam fokus kajian ini.

Proses wawancara diselenggarakan
dalam suasana interaksi bebas, sehingga
tercipta hasil penelitian yakni, pada Proses
Implementasi Program kota terpadu mandiri di
desa Sebunga Kecamtan Sajingan Besar
Kabupaten Sambas. Peneliti tertarik pada
pemahaman bagaimana interaksi yang
dilakukan oleh informan dalam melaksanakan
program Kota terpadu mandiri. Untuk
memperoleh data dan informasi lengkap maka
peneliti melakukan langkah berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library
research), yaitu mencari dan
mempelajari teori dan konsep dari
literature buku, surat kabar, dan
sebagainyayang berkaitan dengan
permasalahan penelitian dan
sekaligus sebagai landasan teori
untuk mempertajam analisis.

2. Penelitian lapangan (itahct), yaitu
penelitian yang dilakukjan dengan
mengamati langsung fakta yang
ada di lapangan atau lokasi
peneliti, untuk mendapat data
secara langsung dan informasi
pada objek penelitian dan fakta
yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.

Yang berisi laporan tertulis yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
seperti peraturan serta surat keputusan yang
dianggap relevan dengan objek peneliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian dan hasil

wawancara dapat dijelaskan di dalam
pembahasan berikut:

D.1 Situasi Dan Kondisi Infratruktur
Desa Sebunga

Berdasarkan pengamatan peneliti
di lapangan pada (13/Oktober-2013),
Kondisi jalan utama Desa Sebunga
berbukit-bukit dan tergolong baik untuk
kategori jalan Negara. Akan tetapi untuk
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keselarasaan yang semestinya diantara
para anggota itu sendiri. Hal ini diperkuat
lagi oleh G. R. Terry dalam bukunya,
Principle of Management koordinasi
adalah suatu usaha yang singkron/ teratur
untuk menyediakan jumlah dan waktu
yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan
untuk menghasilkan suatu tindakan yang
seragam dan harmonis pada sasaran yang
telah ditentukan.

Menurut Farland (dalam
Handayaningrat, 1985:89) koordinasi
adalah suatu proses dimana pimpinan
mengembangkan pola usaha kelompok
secara teratur di antara bawahannya dan
menjamin kesatuan tindakan dalam
mencapai tujuan bersama. Senada dengan,
Handoko (2003: 195) mendefinisikan
koordinasi (coordination) sebagai proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang
terpisah (Depertemen atau bidang-bidang
fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efesien.

Selanjutnya Handoko (2003: 196)
kebutuhan akan koordinasi tergantung
pada sifat dan kebutuhan komunikasi
dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling
ketergantungan bermacam-macam satuan
pelaksanaanya. Handoko (2003:196) juga
menyebutkan bahwa derajat koordinasi
yang tinggi sangat bermanfaat untuk
pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat
diperkirakan, faktor-faktor lingkungan
selalu berubah-ubah serta saling
ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi
juga sangat dibutuhkan bago organisasi-
organisasi yang menetapkan tujuan yang
tinggi.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif, karena peneliti ingin memperoleh
gambaran yang bersifat komprehensif dari
permasalahan serta untuk  melihat Koordinasi
Dalam Pelaksanaan Program Kota Terpadu
Mandiri di Desa Sebunga. Menurut Riduwan
(2005:51) metode kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek alamiah yang menekankan pada
paradigma definisi sosial. Peneliti berusaha
memahami dan menginterpretasi prilaku

manusia melalui analisis percakapan dari
informan. Selanjutnya di dalam paradigma
definisi sosial ini, peneliti akan memulai setiap
wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan
serta berinteraksi secara langsung, sehingga
dapat menggali dan mengambarkan fenomena
secara utuh dalam fokus kajian ini.

Proses wawancara diselenggarakan
dalam suasana interaksi bebas, sehingga
tercipta hasil penelitian yakni, pada Proses
Implementasi Program kota terpadu mandiri di
desa Sebunga Kecamtan Sajingan Besar
Kabupaten Sambas. Peneliti tertarik pada
pemahaman bagaimana interaksi yang
dilakukan oleh informan dalam melaksanakan
program Kota terpadu mandiri. Untuk
memperoleh data dan informasi lengkap maka
peneliti melakukan langkah berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library
research), yaitu mencari dan
mempelajari teori dan konsep dari
literature buku, surat kabar, dan
sebagainyayang berkaitan dengan
permasalahan penelitian dan
sekaligus sebagai landasan teori
untuk mempertajam analisis.

2. Penelitian lapangan (itahct), yaitu
penelitian yang dilakukjan dengan
mengamati langsung fakta yang
ada di lapangan atau lokasi
peneliti, untuk mendapat data
secara langsung dan informasi
pada objek penelitian dan fakta
yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.

Yang berisi laporan tertulis yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
seperti peraturan serta surat keputusan yang
dianggap relevan dengan objek peneliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian dan hasil

wawancara dapat dijelaskan di dalam
pembahasan berikut:

D.1 Situasi Dan Kondisi Infratruktur
Desa Sebunga

Berdasarkan pengamatan peneliti
di lapangan pada (13/Oktober-2013),
Kondisi jalan utama Desa Sebunga
berbukit-bukit dan tergolong baik untuk
kategori jalan Negara. Akan tetapi untuk
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keselarasaan yang semestinya diantara
para anggota itu sendiri. Hal ini diperkuat
lagi oleh G. R. Terry dalam bukunya,
Principle of Management koordinasi
adalah suatu usaha yang singkron/ teratur
untuk menyediakan jumlah dan waktu
yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan
untuk menghasilkan suatu tindakan yang
seragam dan harmonis pada sasaran yang
telah ditentukan.

Menurut Farland (dalam
Handayaningrat, 1985:89) koordinasi
adalah suatu proses dimana pimpinan
mengembangkan pola usaha kelompok
secara teratur di antara bawahannya dan
menjamin kesatuan tindakan dalam
mencapai tujuan bersama. Senada dengan,
Handoko (2003: 195) mendefinisikan
koordinasi (coordination) sebagai proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang
terpisah (Depertemen atau bidang-bidang
fungsional) suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efesien.

Selanjutnya Handoko (2003: 196)
kebutuhan akan koordinasi tergantung
pada sifat dan kebutuhan komunikasi
dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling
ketergantungan bermacam-macam satuan
pelaksanaanya. Handoko (2003:196) juga
menyebutkan bahwa derajat koordinasi
yang tinggi sangat bermanfaat untuk
pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat
diperkirakan, faktor-faktor lingkungan
selalu berubah-ubah serta saling
ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi
juga sangat dibutuhkan bago organisasi-
organisasi yang menetapkan tujuan yang
tinggi.

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif, karena peneliti ingin memperoleh
gambaran yang bersifat komprehensif dari
permasalahan serta untuk  melihat Koordinasi
Dalam Pelaksanaan Program Kota Terpadu
Mandiri di Desa Sebunga. Menurut Riduwan
(2005:51) metode kualitatif adalah metode
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi objek alamiah yang menekankan pada
paradigma definisi sosial. Peneliti berusaha
memahami dan menginterpretasi prilaku

manusia melalui analisis percakapan dari
informan. Selanjutnya di dalam paradigma
definisi sosial ini, peneliti akan memulai setiap
wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan
serta berinteraksi secara langsung, sehingga
dapat menggali dan mengambarkan fenomena
secara utuh dalam fokus kajian ini.

Proses wawancara diselenggarakan
dalam suasana interaksi bebas, sehingga
tercipta hasil penelitian yakni, pada Proses
Implementasi Program kota terpadu mandiri di
desa Sebunga Kecamtan Sajingan Besar
Kabupaten Sambas. Peneliti tertarik pada
pemahaman bagaimana interaksi yang
dilakukan oleh informan dalam melaksanakan
program Kota terpadu mandiri. Untuk
memperoleh data dan informasi lengkap maka
peneliti melakukan langkah berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library
research), yaitu mencari dan
mempelajari teori dan konsep dari
literature buku, surat kabar, dan
sebagainyayang berkaitan dengan
permasalahan penelitian dan
sekaligus sebagai landasan teori
untuk mempertajam analisis.

2. Penelitian lapangan (itahct), yaitu
penelitian yang dilakukjan dengan
mengamati langsung fakta yang
ada di lapangan atau lokasi
peneliti, untuk mendapat data
secara langsung dan informasi
pada objek penelitian dan fakta
yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.

Yang berisi laporan tertulis yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
seperti peraturan serta surat keputusan yang
dianggap relevan dengan objek peneliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian dan hasil

wawancara dapat dijelaskan di dalam
pembahasan berikut:

D.1 Situasi Dan Kondisi Infratruktur
Desa Sebunga

Berdasarkan pengamatan peneliti
di lapangan pada (13/Oktober-2013),
Kondisi jalan utama Desa Sebunga
berbukit-bukit dan tergolong baik untuk
kategori jalan Negara. Akan tetapi untuk
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jalan Kabupaten dan jalan Desa sangat
tidak memadai. Begitu halnya dengan
kondisi infrastruktur jalan dari Desa
Sebunga dan jalan Rute Pembangunan
pusat Program Kota Terpadu Mandiri
(KTM) yang belum juga memadai.
Panjang jalan darat dari Desa Sebunga
dengan jalan pelaksanaan Kota Terpadu
Mandiri ini, yang menghubungkan ke
pusat wilayah Kota Terpadu Mandiri yang
sedang dibangun tersebut, sekitar dua
belas kilo meter (12 km). Dengan rincian
tujuh kilo meter jalan tanah (7 km), tiga
kilo meter jalan batu, (3 km), dua kilo
meter jalan aspal. Sedangkan menurut
fungsinya terdapat seratus persen jalan
Kabupaten (100%). Jika dilihat secara
makro, sesungguhnya jalan nasional yang
menghubungkan Desa Sebunga menuju
Ibukota Kabupaten Sambas saat ini
kondisinya sepanjang sembilan puluh kilo
meter (90 km) sungguh riskan kondisinya,
sebab kondisinya dalam keadaan rusak
berat. Sebagian besar pada ruas jalan
tersebut merupakan jalan yang setegah
jadi, belum beraspal, bahkan berlapis
tanah.

Sesuai dengan uraian fakta di atas,
menurut Giddens (di dalam Morissan
(2009:57) mengemukakan bahwa setiap
tindakan atau prilaku akan menghasilkan
sesuatu yang baru (fresh act), yaitu sesuatu
yang baru yang dikembangkan bersumber
dari tindakan atau prilaku sebelumnya.
Karena menurut Giddens setiap
tindakandan prilaku yang dilaksanakan
kelompok atau organisasi selalu
dipengaruhi oleh sejarah atau pengalaman
masa lalu yang digunakan sebagai
referensi untuk memahami aturan dan
sumber daya apa yang akan digunakan di
dalam sistem tersebut. Dalam membangun
permulaan suatu yang baru, kita akan
selalu menjadikan masa lalu sebagai
referensi dalam melaksanakan aturan dan
harapan dalam memandu atau
membimbing prilaku kita. Jadi, kita tidak
bias lari dari sejarah, karena sejarah terus-
menerus mempengaruhi keputusan kita
terhadap prilaku kebijakan dalam
melaksanakn seuatu pembangunan yang
baik oleh organisasi.

Kondisi ini berbanding terbalik,
dengan kondisi jalan dari Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten
Sambas menuju wilayah Malaysia yang
sangat baik, bahkan bisa dilewati oleh
kendaraan berat roda 16. Dari Desa
Sebunga menuju Khucing Ibukota Negeri
bagian Sarawak Malaysia hanya
memerlukan waktu tempuh 1 jam.
(Sumber: Data Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sambas Oktober 2013).

D.2.ImplementasiProgram
KotaTerpadu Mandiri di Desa
Sebunga

Berdasarkan wawancara peneliti
pada(11/Oktober-2013) dengan kepala
bidang Transmigrasi Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sambas,
Pembangunan pusat Program Kota
Terpadu Mandiri atau (KTM) di wilayah
transmigrasi pada hakekatnya merupakan
pembangunan yang terintegral dari
pembangunan nasional dan pembangunan
daerah, sebagai upaya untuk mempercepat
pembangunan di kawasan perbatasan yang
mempunyai kategori daerah terisolir dan
tertinggal dari sektor pembangunan,
diharapkan kedepannya adanya program
tersebut, dapat meningkatkan
kesejahteraan para pemukim di wilayah
transmigrasi dan masyarakat sekitar
(lokal).

Selain itu, Program Kota Terpadu
Mandiri merupakan gabungan program dari
Program transmigrasi dan Program Kota
Terpadu Mandiriatau (KTM), melalui
Program KTMdirumuskan berbagai
kebijakan oleh pemerintah dalam rangka
untuk membangun suatu kawasan
perbatasan. Kawasan transmigrasi juga
akan diartikan sebagai kawasan budidaya
agribisnis, dengan fungsi sebagai
permukiman dan tempat usaha masyarakat
dalam satu sistem pengembangan, berupa
Wilayah Pengembangan Transmigrasi
(WPT) dan Lokasi Pengembangan
Transmigrasi atau (LPT). (Sumber: data
Dinas sosial Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sambas Oktober 2013).
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Karena menurut Giddens setiap
tindakandan prilaku yang dilaksanakan
kelompok atau organisasi selalu
dipengaruhi oleh sejarah atau pengalaman
masa lalu yang digunakan sebagai
referensi untuk memahami aturan dan
sumber daya apa yang akan digunakan di
dalam sistem tersebut. Dalam membangun
permulaan suatu yang baru, kita akan
selalu menjadikan masa lalu sebagai
referensi dalam melaksanakan aturan dan
harapan dalam memandu atau
membimbing prilaku kita. Jadi, kita tidak
bias lari dari sejarah, karena sejarah terus-
menerus mempengaruhi keputusan kita
terhadap prilaku kebijakan dalam
melaksanakn seuatu pembangunan yang
baik oleh organisasi.

Kondisi ini berbanding terbalik,
dengan kondisi jalan dari Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten
Sambas menuju wilayah Malaysia yang
sangat baik, bahkan bisa dilewati oleh
kendaraan berat roda 16. Dari Desa
Sebunga menuju Khucing Ibukota Negeri
bagian Sarawak Malaysia hanya
memerlukan waktu tempuh 1 jam.
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kesejahteraan para pemukim di wilayah
transmigrasi dan masyarakat sekitar
(lokal).

Selain itu, Program Kota Terpadu
Mandiri merupakan gabungan program dari
Program transmigrasi dan Program Kota
Terpadu Mandiriatau (KTM), melalui
Program KTMdirumuskan berbagai
kebijakan oleh pemerintah dalam rangka
untuk membangun suatu kawasan
perbatasan. Kawasan transmigrasi juga
akan diartikan sebagai kawasan budidaya
agribisnis, dengan fungsi sebagai
permukiman dan tempat usaha masyarakat
dalam satu sistem pengembangan, berupa
Wilayah Pengembangan Transmigrasi
(WPT) dan Lokasi Pengembangan
Transmigrasi atau (LPT). (Sumber: data
Dinas sosial Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sambas Oktober 2013).
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jalan Kabupaten dan jalan Desa sangat
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Panjang jalan darat dari Desa Sebunga
dengan jalan pelaksanaan Kota Terpadu
Mandiri ini, yang menghubungkan ke
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tujuh kilo meter jalan tanah (7 km), tiga
kilo meter jalan batu, (3 km), dua kilo
meter jalan aspal. Sedangkan menurut
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tertinggal dari sektor pembangunan,
diharapkan kedepannya adanya program
tersebut, dapat meningkatkan
kesejahteraan para pemukim di wilayah
transmigrasi dan masyarakat sekitar
(lokal).

Selain itu, Program Kota Terpadu
Mandiri merupakan gabungan program dari
Program transmigrasi dan Program Kota
Terpadu Mandiriatau (KTM), melalui
Program KTMdirumuskan berbagai
kebijakan oleh pemerintah dalam rangka
untuk membangun suatu kawasan
perbatasan. Kawasan transmigrasi juga
akan diartikan sebagai kawasan budidaya
agribisnis, dengan fungsi sebagai
permukiman dan tempat usaha masyarakat
dalam satu sistem pengembangan, berupa
Wilayah Pengembangan Transmigrasi
(WPT) dan Lokasi Pengembangan
Transmigrasi atau (LPT). (Sumber: data
Dinas sosial Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sambas Oktober 2013).
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Berdasarkan uraian di atas,
menurut Van Meter dan Van Horn (1975
dalam Winarno, 2008: 146)
mengemukakan “ Implementasi kebijakan
publik sebagai tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh individu-individu
(kelompok-kelompok) pemerintah maupun
swasta yang diarahkan untuk mencapai
tujuan-tujuan kebijakan sebelumnyan yang
telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan”. Untuk lebih mudah dalam
memahami pengertian implemetasi
kebijakan publik  selanjutnya Fadillah
Putra, (2003:81) menspesifikasikan proses
implementasi kebijakan publik yang
memiliki elemen-elemen, berikut:

e. Pembentukan unit organisasi
barudan staf pelaksana.

f. Penjabaran tujuan ke dalam
berbagai aturan pelaksana
(standart operating procedurs/
SOP).

g. Koordinasi berbagai sumber dan
pengeluaran kepada kelompok
sasaran; pembagian tugas di dalam
serta di antara dinas-dinas/badan
pelaksana.

h. Pengalokasian sumber-sumber
untuk mencapai tujuan.

Salah satu komponen utama yang
ditonjolkan, yaitu pengambilan kebijakan
(policy-making) tidaklah berakhir pada saat
kebijakan dikemukakan atau diusulkan,
tetapi merupakan kontinuitas dari
pembuatan kebijakan. Standar dan sasaran
implementasi kebijakan publik didasarkan
pada kepentingan utama terhadap faktor-
faktor yang menentukan pencapaian
implementasi kebijakan publik.
Mengidentifikasi indikator-indikator
pencapaian merupakan tahap yang krusial
dalam analisis implementasi kebijkan
publik. Indikator-indikator pencapaian ini
menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar
dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah
direalisasikan.

D.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Implementasi Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar

Pembangunan pusat Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten
Sambas, akhirnya tidak berjalan mulus
seperti yang diinginkan oleh pemerintah.
Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi
dalam proses implementasinya. Jika
dikelompokan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi atau
pelaksanan pembangunan pusat Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga menjadi
dua kelompok, yakni faktor internal dan
faktor eksternal.

Menurut Blumer (1962: 32) Teori
interaksi simbolik menguraikan, tentang
kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui
proses interaksi dan komunikasi antar
individual dan antar kelompok dengan
mengunakan simbol-simbol yang dipahami
makanya melalui proses belajar. Tindakan
seseorang dalam proses interaksi itu bukan
semata-mata merupakan suatu tanggapan
yang bersifat langsung terhadap stimulus
yang dating dari lingkungannya atau dari
luar dirinya.

Sedangkan yang berkaiatan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
dalam proses implementasi Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar adalah dua
faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor
internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor internal yang
mempengaruhi pelaksanan pembangunan
pusat Kota Terpadu Mandiri di Desa
Sebunga adalah:

1. Faktor Anggaran
2. Faktor Sosialisasi
3. Faktor Lemahnya Koordinasi
4. Ketidakjelasan Wewenang

Pengelolaan
Berdasarkan wawancara peneliti pada

(11/Oktober-2013) dengan Kepala Bidang
Transmigrasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas
dan pengamatan peneliti di lapangan faktor
eksternal yang mempengaruhi pembangunan
pelaksanan atau implementasi pusat Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga ialah,
berikut:

1. Desa Sebunga (pemukiman
kampung-kampung di desa
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sebunga) masih tergolong Desa
terisolasi dan terpencil

2. Terbatasnya penguasaan lahan
oleh masyarakat Desa Sebunga

3. Rendahnya Sumber daya manusia
di Desa Sebunga

4. Penolakan Masyarakat Desa
Sebunga Kecamatan Sajingan
Besar terhadap Pembangunan
Program Kota Terpadu Mandiri

5. Program Kota Terpadu
Mandiridinilai tidak tepat sasaran
dan Tidak bersifat Mendidik
(Education)

6. Kebijakan pemerintah Terkesan
Aksesoris

7. Program Kota Terpadu Mandiri
dituding Sebagai ajang Proyek

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pemaparaan dari hasil

penelitian dan pembahaasan, maka dapat
dibuat kesimpulan penelitian berikut:

E.1. Kesimpulan

1.1 Kondisi Infrastruktur Desa
Sebunga

Masyarakat Desa Sebunga
sebagian besar mengandalkan jenis
transportasi darat, meskipun terdapat akses
transportasi sungai. Dalam melakukan
segala aktivitas rutinnya, seperti
menggangkut hasil pertanian, berbelanja,
dan keperluan sosial
lainnya.SedangkanKondisi jalan utama
Desa Sebunga, yakni berbukit-bukit dan
tergolong baik, untuk kategori jalan
Negara. Akan tetapi untuk akses jalan
Kabupaten menuju Desa Sebunga
mengalami rusak parah dikala musim
penghujan. Begitu halnya dengan kondisi
jalan dari Desa Sebunga menuju
Pembangunan pusat Kota Terpadu Mandiri
atau (KTM) yang sampai saat ini belum
dibangun dikarenakan belum memiliki
anggaran.

1.2 Implementasi Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga

Pembangunan pusat Program Kota
Terpadu Mandiri atau (KTM) telah
dicanangkan akan dibangun berbagai

sarana dan prasarana seperti infrastruktur
jalan, perkantoran layanan masyarakat,
sarana pendidikan, kesehatan, olahraga,
wisata, tempat ibadah, permukiman dan
kawasan usaha serta budidaya berbasis
potensi sumber daya alam setempat dengan
konsep agribisnis. Namun pembangunan
pusat Program Kota Terpadu Mandiri, tak
kunjung selesai, bahkan telah dipastikan
gagal dilaksanakan oleh pemerintah.
Program yang secara langsung dikomandoi
oleh Depertemen Transmigasi
tersebut.Program Kota Terpadu Mandiri di
Desa Sebunga, merupakan salah satu
program Kota Terpadu Mandiri yang gagal
dilaksanakan di provinsi Kalimantan Barat,
oleh Kementerian Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Republik Indonesia. Selain di Desa
Sebunga yang gagal dilaksanakan, juga
ditemukan seperti di Desa Balai Gemuruh
Kecamatan Subah dan Kecamatan Rasau
Jaya di Kabupaten Kubu Raya juga
mengalami nasib yang serupa.

1.3Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar

Adapun salah satu faktor yang
mempengaruhi implementasi Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga adalah,
faktor internal dan eksternal  berikut faktor
internal

1. Tidak jelasnya sumber anggaran
yang membiayai pembangunan
pusat Program Kota Terpadu
Mandiri di Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar dari
pemerintah pusat dan daerah
Kabupaten Sambas.

2. Tidak dilakukannya sosialisasi
oleh pemerintah terkait dalam
pembangunan pusat Kota
Terpadu Mandiri, kepada
masyarakat di Desa Sebunga.

3. Lemahanya koordinasi yang
dilakukan oleh pemerintah, baik
pemerintah kabupaten Sambas
maupun pemerintah pusat.

4. Ketidakjelasan Wewenang
Pengelolaan Kota Terpadu
Mandiri, membuat Pemerintah
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atau (KTM) yang sampai saat ini belum
dibangun dikarenakan belum memiliki
anggaran.

1.2 Implementasi Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga

Pembangunan pusat Program Kota
Terpadu Mandiri atau (KTM) telah
dicanangkan akan dibangun berbagai

sarana dan prasarana seperti infrastruktur
jalan, perkantoran layanan masyarakat,
sarana pendidikan, kesehatan, olahraga,
wisata, tempat ibadah, permukiman dan
kawasan usaha serta budidaya berbasis
potensi sumber daya alam setempat dengan
konsep agribisnis. Namun pembangunan
pusat Program Kota Terpadu Mandiri, tak
kunjung selesai, bahkan telah dipastikan
gagal dilaksanakan oleh pemerintah.
Program yang secara langsung dikomandoi
oleh Depertemen Transmigasi
tersebut.Program Kota Terpadu Mandiri di
Desa Sebunga, merupakan salah satu
program Kota Terpadu Mandiri yang gagal
dilaksanakan di provinsi Kalimantan Barat,
oleh Kementerian Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Republik Indonesia. Selain di Desa
Sebunga yang gagal dilaksanakan, juga
ditemukan seperti di Desa Balai Gemuruh
Kecamatan Subah dan Kecamatan Rasau
Jaya di Kabupaten Kubu Raya juga
mengalami nasib yang serupa.

1.3Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Implementasi Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar

Adapun salah satu faktor yang
mempengaruhi implementasi Program Kota
Terpadu Mandiri di Desa Sebunga adalah,
faktor internal dan eksternal  berikut faktor
internal

1. Tidak jelasnya sumber anggaran
yang membiayai pembangunan
pusat Program Kota Terpadu
Mandiri di Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar dari
pemerintah pusat dan daerah
Kabupaten Sambas.

2. Tidak dilakukannya sosialisasi
oleh pemerintah terkait dalam
pembangunan pusat Kota
Terpadu Mandiri, kepada
masyarakat di Desa Sebunga.

3. Lemahanya koordinasi yang
dilakukan oleh pemerintah, baik
pemerintah kabupaten Sambas
maupun pemerintah pusat.

4. Ketidakjelasan Wewenang
Pengelolaan Kota Terpadu
Mandiri, membuat Pemerintah
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daerah Kabupaten Sambas dan
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat, tidak berani mengambil
wewenang tersebut. Selain itu,
ditambah lagi, tidak adanya
landasan hukum yang tegas,
komprehensif dan mengikat.

Sedangkan faktor eksternal yang
mempengaruhi pelaksanan pembangunan
Program Kota Terpadu Mandiri di Desa
Sebunga Kecamatan Sajingan Besar,
berikut:

1. Masih adanya pemukiman
kampung-kampung di desa
sebunga yang tergolong
kampung terisolasi dan
terpencil.

2. Terbatasnya penguasaan lahan
oleh masyarakat setempat,
diakibatkan oleh masuknya
perkebunan sawit skala besar.

3. Rendahnya sumber daya
manusia di Desa Sebunga
berdampak pada pola pikir
masyarakat.

4. Terjadinya Penolakan, Program
dinilai tidak tepat sasaran,
kebijakan yang terkesan
aksesoris dan dipandang ajang
proyek bagi pemodal dan
penguasa. Sehingga Masyarakat
Desa Sebunga Kecamatan
Sajingan mengambil sikap
apatis terhadap pembangunan
Program Kota Terpadu Mandiri
di Desa Sebunga Kecamatan
Sajingan Besar.

E.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas,

maka peneliti ingin menyampaikan saran
berikut:

1. Sebaiknya pemerintah
mengalokasikan anggaran yang
cukup sebelum pemerintah
melakukan kegiatan pembangunan
pusat Kota Terpadu Mandiri
(KTM).

2. Sosialisasi yang berkesinambungan
antar unit adalah harus Pemerintah
Kabupaten Sambas dan pemerintah
serta jajarannya lalukan, sebelum

melakukan aktivitas pembangunan
pusat Kota Terpadu Mandiri di
Desa Sebunga.

3. Pemerintah sebaiknya menyediakan
Infrastruktur jalan terlebih dahulu,
demi suksesnya pembangunan
pusat Kota Terpadu Mandiri di
Desa Sebunga Kecamatan Sajingan
Besar.

4. Pelimpahan Wewenang harus jelas
dalam Pengelolaan Kota Terpadu
Mandiri di Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar.
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